BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1.

Dalam perjanjian asuransi, apabila penawarannya dilakukan melalui media
komunikasi yaitu secara telemarketing oleh perusahaan asuransi atau agen
asuransi dan telah mendapat persetujuan untuk menerima perjanjian tersebut
dari konsumen baik dengan teori tawar menawar maupun penerimaan, maka
perjanjian tersebut telah mengikat antar para pihak. Dikatakan perjajian
asuransi tersebut mengikat dapat didukung dan didasari atas alat bukti
elektronik yaitu rekaman pembicaraan pada saat disetujuinya perjanjian
asuransi tersebut. Dalam melakukan perjanjian asuransi secara telemarketing
ini harus memperhatikan peraturan-peraturan yang melanggar dan membatasi
akan perjanjian telemarketing yang mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.5/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi

dan Pemasaran Asuransi.

Perjanjian asuransi secara telemarketing melangar prinsip keseketikaan.
Dilanggarnya prinsip keseketikaan dikarenakan dalam menyetujui perjanjian
secara telemarketing, pihak konsumen belum mengetahui isi keseluruhan
dalam perjanjian asuransi yang dibentuknya, yang mana pengetahuan atas isi
perjanjian asuransi tersebut hanya didasarkan informasi singkat secara lisan
oleh penawar asuransi yang belum tentu mencakup keseluruhan isi perjanjian.
Berdasarkan prinsip keseketikaan, seharusnya para pihak dalam sebuah kontrak
harus telah mengetahui dan memahami ketentuan dan persyaratan dalam
kontrak, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat kontrak ditutup. Hal tersebut
memperlihatkan pula bahwa tidak terdapat free-look yang merupakan
kebebasan yang dimiliki konsumen atau calon nasabah dalam perasuransian

untuk melihat dan mempertimbangkan isi kontrak sebelum kontrak disetujui.
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5.2 Saran

1.

Diperbolehkannya perjanjian asuransi secara telemarketing tidak semata-
mata mengesampingkan peraturan yang ada. Dalam melakukan perjanjian
asuransi secara telemarketing perusahaan asuransi seharusnya memperhatikan
pula Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi
dan Pemasaran Produk Asuransi yang mengatur akan pembatasan perusahaan
asuransi dalam melakukan usahanya untuk menawarkan produk asuransi secara
telemarketing yang berguna untuk mencegah sengketa terjadi dikemudian hari.
Sehingga sebelum terbentuknya perjanjian asuransi secara telemarketing,
dalam proses penawarannya harus memperoleh persetujuan konsumen terlebih
dahulu dan untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi perjanjian
asuransi tidak semata-mata dapat dibentuk melalui telemarketing saja namun

harus diikuti dengan pertemuan langsung.

Agar perjanjian asuransi yang dilakukan melalui telemarketing tidak
melanggar prinsip keseketikaan seharusnya saat perjanjian terbentuk konsumen
telah mengetahui isi perjanjian asuransi yang disetujuinya. Meskipun perjanjian
tersebut dilakukan tanpa tatap muka, Perusahaan asuransi harus memberikan
akses atas polis asuransi yang merupakan perjanjian baku agar dapat dibaca
terlebih dahulu oleh calon tertanggung agar calon tertanggung dapat
mengetahui dan mengerti keseluruhan isi kontrak. Setelah perusahaan asuransi
memberikan kebebasan untuk melihat dan mempertimbangkan isi kontrak,
konsumen harus pula membaca dan mengerti keseluruhan isi kontrak yang
akan disetujuinya. Sehingga atas upaya tersebut akan meminimalisir terjadinya

sengketea di kemudian hari.
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